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Abstrak

Hukum Humaniter Internasional adalah sebuah peraturan yang mengatur peperangan antar
negara di seluruh penjuru dunia, Penelitian ini dilaksanakan untuk mengkaji relevansi hukum
dan penegakan hukum humaniter internasional yang bertitik pada Jus In Bello dan Jus Ad
Bellum dan penelitian ini mengkaji berdasarkan studi kasus konflik bersenjata antara Israel
dan Palestina. Tujuan dilakukanya penelitian ini adalah 1) Memahami bagaimana seharusnya
hukum humaniter itu di tegakan, 2) Menganalisis apakah hukum humaniter masih dapat
dianggap relevan untuk menangani konflik bersenjata, Hukum normatif dengan pendekatan
studi kasus digunakan dalam metode penelitian ini. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa
Hukum Humaniter seharusnya menjadi dasar yang kuat untuk menyelesaikan sebuah konflik
antar individu negara dan hukum humaniter masih sangat relevan keberadaanya untuk
mengatur peperangan, tetapi pada penegakannya hukum humaniter cenderung tidak memiliki
kepastian hukum dikarenakan perihal ratifikasi dan sistem penegakan yang kurang. Konflik
Isracl Palestina dari sejak 1948 bahkan sebelumnya hingga sekarang belum dapat di
selesaikan sehingga penelitian ini menganalisis mengapa hukum humaniter hingga kini tidak
dapat menyelesaikan konflik israel palestina yang telah berlangsung begitu lama,
sebagaimana hukum humaniter masih dianggap relevan dikarenakan prinsip dasar serta
tujuanya yang mengatur apapun unsur yang berada dalam perang
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Abstract

International Humanitarian Law (IHL) is a body of legal rules that governs warfare between
states across the globe. This research aims to examine the relevance and enforcement of IHL,
with a focus on jus in bello and jus ad bellum, using the armed conflict between Israel and
Palestine as a case study. The objectives of this study are: (1) to understand how
humanitarian law should be enforced, and (2) to analyze whether IHL remains relevant in
addressing armed conflicts today. This research employs a normative legal approach
combined with case study methodology. The study concludes that IHL should serve as a
fundamental framework for resolving conflicts between states and that its principles remain
highly relevant in regulating warfare. However, in practice, the enforcement of IHL often
lacks legal certainty due to challenges in ratification processes and weak enforcement
mechanisms. The Israel-Palestine conflict, which dates back to before 1948 and remains
unresolved to this day, serves as a key example. This research analyzes why IHL has not yet
been applied in resolving this prolonged conflict and assesses the continued relevance of IHL
in modern armed conflicts.

KeyWords : Israel Palestine, Implementation, Relevance, International Humanitarian Law



1. PENDAHULUAN

Hukum internasional pada awal mulanya memiliki arti Hukum yang mengatur
perilaku dan hubungan suatu negara dengan negara lain, tapi seiring berkembangnya
zaman, Hukum Internasional menjadi lebih kompleks yang mengatur dari mulai
perorangan, perusahaan multinasional hingga organisasi organisasi yang bertaraf
nasional, Pada sejarahnya sendiri Hukum internasional sudah berumur lebih dari 400
Tahun, tetapi pada saat yunani kuno ahli ahli dan pakar pada zaman yunani kuno
seperti Plato dan Aristoteles sudah memiliki gagasan mengenai individu,
pemerintahan, zona wilayah, dan masyarakat. Ketentuan Ketentuan pada Zaman
tersebut tidak mengikat kepada mereka karena masih ada percampuran moral dan
agama pada zaman itu.! Di dalam hukum internasional, negara mulai melakukan
Kerja sama antar negara demi menjalin hubungan baik antar negara yang
bekerjasama. Fluktuasi negara tersebut bisa terjaga dan terpelihara hingga sekarang

melalui kerjasama Diplomasi yang dilakukan antar negara tersebut?

Hukum Humaniter Internasional adalah salah satu produk dari politik Hukum
internasional yang memiliki tujuan membatasi dampak dari konflik bersenjata atau
Perang dan dikenal juga sebagai hukum Jus In Bello dan Jus Ad Bellum, HHI pada
abad ke-19 sudah mulai dirumuskan, pada 1864 melalui konvensi Jenewa dan
deklarasi pada 1868 di St.Petersburg, hukum di indonesia telah meratifikasi hukum
humaniter pasca perang dunia ke-II tepatnya pada 1958, Tujuan Hukum Humaniter
sendiri memiliki Tujuan dan Prinsip tersendiri, Tujuan dari hukum humaniter sendiri
pastinya tentang perlindungan korban dan regulasi perang, mengenai prinsip terdapat
prinsip Kemanusiaan, Pembedaan, Kepentingan Militer, Proposionalitas dan larangan

menyebabkan penderitaan yang tidak perlu®

Palestina adalah suatu daerah yang disahkan Unifed Nation atau yang biasa
kita kenal dengan PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) sebagai suatu negara, namun
konflik eksternal maupun internal masih kerap terjadi di palestina, Konflik internal di

palestina seperti contohnya persteruan antara Hamas dan Fatah, dalam hal ini kedua

1 Mahendra, M.P., (Februari 2008). Hukum Internasional. Risalah HUKUM fakultas hukum unmul. hal 77-85

2 Ho. H. (Februari 2019). Penerapan Hukum Humaniter Internasional Dalam Konflik Bersenjata
Antara Palestina Dan Israel. Lex Et Societatis 7, (2)

3 https://fahum.umsu.ac.id/hukum-humaniter-internasional-pengertian-tujuan-dan-prinsip/
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organisasi tersebut menguasai 2 wilayah yang berbeda Hamas menguasai jalur gaza
dan Fatah menguasai tepi barat, Hamas adalah organisasi yang di bentuk pada tahun

1987 oleh Yassin Addel Aziz dan Mohammad Taha Sementara Konflik Eksternal

berupa konflik bersenjata dengan israel yang hingga saat ini masih berlangsung®

Menurut Jack S. Levy dan William R. Thompson dalam buku mereka yaitu
Causes Of War, mereka memiliki definisi Perang adalah Kekerasan yang terorganisir
antara 2 entitas organisasi politik, menurut mereka perang adalah sebuah kekerasan
yang melibatkan kekuatan untuk membunuh dan melukai orang serta menghancurkan
militer dan sumber ekonomi, dan jika salah satu pihak tidak melawan hal tersebut

tidak dapat dikatakan perang®

Berdasarkan uraian uraian singkat diatas maka penelitian ini akan meneliti
terkait relevansi dan penegakan Hukum humaniter internasional terkait dengan

adanya konflik bersenjata antara Israel dan Palestina
2. METODE

Metode Penelitian yang akan digunakan penulis adalah Normatif karena dalam
hal ini penulis menganalisis Norma HHI yang kemudian di dukung dengan data serta
unsur kejadian yang terjadi secara langsung di israel palestina. Jenis Penelitian yang
di pakai dalam penyusunan yang di pakai oleh penulis, Penulis menggunakan
penelitian Normatif yang mana dilakukan dengan cara menganalisis kejadian atau
konflik yang terjadi di israel palestina dan menganalisis penegakan serta relevansi
dari Hukum Humaniter Internasional. Pada Sumber data dan Jenis data yang
digunakan pada penelitian ini menggunakan Data Sekunder sebagai sumber utama
dan kajian dari data sekunder sebagai penyokong dalam penjelasan penelitian yang
dilakukan penulis.Metode Analisis data ini perpaku pada metode Kualitatif, yang
dimana akan menghasilkan informasi yang bersifat Deskriptif agar hasil dari analisis

data tersebut dapat di jelaskan atau di deskripsikan oleh penulis, Metode Deskriptif

4 Gabriela, S., Setiyono, S. & Hardiwinoto, S. 2017, Pelanggaran Terhadap Prinsip Proporsionalitas Dalam Kasus
Penyerangan Israel Ke Jalur Gaza Menurut Hukum Humaniter Internasional. Diponegoro Law Jurnal

5 Jack S. Levy & William R. Thompson.(2010) Causes Of War, Chichester West Sussex PO19 85Q, United Kingdom :
A John Wiley & Sons, Ltd, Publication.



adalah suatu metode yang akan di gunakan untuk memperoleh atau menganalisa suatu

penelitian, tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan secara luas

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

peperangan pasti memiliki peraturan yang secara tegas mengatur peperangan
tersebut, yang dimana hal tersebut ialah Hukum Humaniter, Gagasan awal Hukum
Humaniter Internasional sendiri sudah ada sejak zaman kuno, banyak peradaban kuno
yang memiliki hukum humaniter, seperti Romawi, Yunani, hingga tradisi Islam,
Hukum humaniter internasional modern mulai berkembang pada abat ke-19%untuk
membatasi tindakan dan dampak konflik bersenjata, dan hukumnya sendiri dikenal
dengan Jus in Bello yang mengatur kapan negara dapat berperang maupun kapan
negara diperbolehkan untuk menggunakan kekerasan bersenjata) dan Jus ad Bellum
yang mengatur tata cara untuk berperang atau conduct of war. Pada abad ke-19
peraturan tersebut mulai dirumuskan, kemudian pada 1864 melalui konvensi jenewa
dan deklarasi pada 1868 di St.Petersburg, hukum di indonesia juga telah meratifikasi
hukum tersebut pasca perang dunia ke-II, tepatnya pada 1958. Tujuan hukum
humaniter tersendiri pastinya adalah perlindungan korban serta regulasi perang
termasuk prinsip kemanusiaan, pembedaan, kepentingan militer, proposionalitas dan

larangan yang menyebabkan penderitaan yang tidak diperlukan’

Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 34 Tahun 1679 dan tahun 1979
mengenai pedoman perilaku aparat penegak hukum menegaskan bahwa aparat wajib
menghormati dan melindungi martabat manusia, serta menjaga dan menegakkan hak
asasi manusia®Agresi yang di lancarkan oleh Israel selama bertahun tahun kepada
Palestina dengan alasan apapun telah melanggar hukum humaniter internasional yang
mengatur tata cara peperangan dan prinsip prinsip perang, dalam agresi nya Israel
secara membabi buta melakukan penyerangan yang sangat bertentangan dengan
prinsip prinsip yang ada, terutama tentang prinsip pembeda dimana israel menyerang

tanpa membedakan antara penduduk sipil dan militer palestina, dalam serangan israel

6 Geoffrey, War and Law since 1945, Oxford University Press, 1994, Hal. 11-14.

7 Hukum Humaniter Internasional: Pengertian, Tujuan dan Prinsip. https://fahum.umsu.ac.id/hukum-humaniter-
internasional-pengertian-tujuan-dan-prinsip/ Diakses pada tanggal 22 Maret 2025

8 Syaiful S.A, & Chaerudin. 2008. Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi. Bandung:
Refika Aditam Press. Hal 87
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sebagian korban yang tewas adalah penduduk sipil Palestina.® Penerapan Hukum Hak
Asasi Manusia Internasional terhadap isu-isu konflik bersenjata yang biasanya
menjadi ranah jus ad bellum untuk menghadapi kekhawatiran bahwa Hukum
Humaniter Internasional baik secara kelembagaan maupun substansial, kekhawatiran
tersebut adalah tentang ketepatan wadahuntuk membahas perang dan perdamaian.
Ada pula kekhawatiran bahwa pendekatan berbasis hak dapat memperkuat, bukan
membatasi, legitimasi penggunaan kekuatan tetapi memberi muatan moral berlebihan
pada jus ad bellum, justru bisa menormalkan dan menghilangkan dimensi politik dari
perang, seolah-olah perang adalah keharusan moral untuk melindungi hak, meski
masih ada alternatif lain!® Untuk penegakan hukum humaniter memiliki penegak
hukum tersendiri yaitu International Criminal Court atau yang biasa di kenal dengan
ICC, sebelum [International Criminal Court mahkamah pengadilan pidana
internasional ad-hoc sudah pernah di bentuk untuk mengadili kejahatan perang,
International Criminal Court berdiri dengan memiliki dasar Statua Roma, !
International Criminal Court dengan yurisdiksi kewenangan yang diatur pada pasal 5-

8 Statua Roma 199812

Secara hukum International Criminal Court dapat melakukan tindakan
inntervensi ketika hukum nasional tidak bisa atau tidak mau melakukan penuntutan.
tetapi terdapat satu hal yang menjadi pertimbangan, walau Palestina sudah bergabung
dengan International Criminal Court sejak tahun 2015, namun terdapat beberapa
negara yang tidak menandatangani dan meratifikasi perjanjian ini seperti Israel,
Amerika Serikat, Rusia, China dan India. Dampak dari hal tersebut dapat terlihat
Ketika wilayah Gaza tidak dapat dimasuki Ketika seorang Jaksa International
Criminal Court Karim A.A. Khan KC mendatangi Mesir pada Waktu itu. Karim A.A.
Khan KC memberikan peringatan kepada tantara Israel pada saat melakukan

konferensi pers bahwa serangan yang dilakukan terhadap penduduk sipil dan obyek

9 Ibid.
10 Rawls, J A. 1999. Theory of Justice. harvard university press. Cambridge Massachusetts. hal. 7-8.
11 Mukianto, Jandi. 2017. Prinsip dan Bantuan Hukum Di Indonesia. Jakarta: Kencana. Hal. 1

12 perang Israel-Hamas: Sejarah Kelam Konflik Di Tanah Palestina. CNBC Indonesia Jakarta, January, 1, 2024
https://www.cnbcindonesia.com/news/20231231191525-4-501657/perang-israel-hamas-sejarah-kelam-konflik-
di-tanah-palestina Diakses pada 9 April 2025
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yang dilindungi tidak sesuai dengan ketentuan perang dalam Hukum Humaniter
Internasional,’® Israel dapat di kategorikan melanggar dikarenakan banyak tindakan
penyerangan yang dilakukan Israel tidak sesuai peraturan, operasi operasi yang
dilancarkan oleh israel sering kali melanggar peraturan perang, seperti Operation Cast
Lead yang dilakukan pada 2008 yang dapat di kategorikan sebagai Crimes Against
Humanity dan War Crimes, kemudian agresi militer Pillar of Defense pada tahun
2012, Protective Edge pada tahun 2014, dan kemudian agresi Iron Sword yang
dilakukan berdekatan dengan Al Agsa Flood yang dilakukan oleh hamas tepatnya
pada tahun 2023, mereka melanggar banyak seperti Genosida, Perlakuan buruk
tawanan, Pembatasan persediaan Logistik, Pelanggaran bantuan kemanusiaan,

Penghancuran Ekonomi'*

Terdapat wupaya internasional untuk menegakan Hukum Humaniter
Internasional dalam konflik Israel Palestina yang terdiri dari beberapa tindakan, sepert
iPenyelidikan oleh International Criminal Court, Resolusi Dewan Hak Asasi Manusia
PBB, Tekanan Diplomatik dan Sanksi, beberapa anggota PBB dan organisasi
internasional upaya internasional untuk menegakkan Hukum humaniter internasional
di konflik Israel-Palestina terus menerus terjadi, meskipun tantangan tantangan yang
tetap ada, terutama terkait dengan masalah politik internasional, yurisdiksi, dan

kepatuhan negara-negara yang terlibat'®

Hukum Humaniter Internasional dibuat untuk mengatur agar perang tetap
menjunjung asas kemanusiaan dan tidak dilakukan dengan membabi buta, Hukum
humaniter internasional atau hukum perang sendiri telah ada sejak ribuan tahun yang
lalu dalam berbagai bentuk, namun bentuk versi modern dari hukum ini diatur pada

konvensi Jenewa tahun 1949 yang menjadi Hukum Humaniter Internasional, hukum

13 Renata Christha Auli. Mahkamah Pidana Internasional, ini pengertian dan yurisdiksinya saja
https://www.hukumonline.com/klinik/a/mahkamah-pidana-internasional--inipengertian-dan-yurisdiksinya-
cl4380/ Diakses pada tanggal 12 April 2025

14 Wicaksono, A. T., Jabbar, A. A. N. B, & Fatwa, A. F. (2024). Problematika ICC dalam menjatuhkan sanksi
kepada Israel dalam perspektif hukum internasional. Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial, 3(1), 207-224.

15 European Union External Action Service (EEAS), Declaration by the High Representative on behalf of the EU on
the escalation in Israel and the occupied Palestinian territory. https://north-africa-middle-east-
gulf.ec.europa.eu/news/declaration-high-representative-behalf-european-union-announcement-normalisation-
relations-between-2020-08-15_en Diakses pada tanggal 15 April 2025
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atau hukum perang sendiri hanya berlaku sepanjang perang itu terjadi dan momentum
sebelum perang itu ada, hukum atau perjanjian ini juga mengikat negara negara
ataupun organisasi yang pada saat itu berkonflik, peraturan ini juga mengatur
kewajiban negara negara untuk melindungi hak masyarakat didalam wilayah mereka
yang memiliki yurisdiksi dan tingkat kendali.'® Dalam tujuanya Hukum Humaniter
Internasional memiliki tujuan yaitu; Membatasi kesengsaraan agar seminimal
mungkin, melindungi orang atau individu yang tidak berpartisipasi di dalam
peperangan, tentara yang terluka, masyarakat sipil hingga tawanan perang, serta
Hukum Humaniter harus memfasilitasi perdamaian, tetapi Hukum humaniter
internasional tidak memiliki hak untuk; menghentikan individu atau negara negara
yang berkonflik dan Hukum humaniter internasional tidak bisa menghentikan

kesengsaraan individu atau negara yang berkonflik’

Hukum humaniter internasional dapat tergolong relevan dengan keadaan
sekarang, karena pada dasarnya Hukum humaniter internasional dirancang untuk
melindungi orang-orang yang tidak atau tidak lagi berpartisipasi dalam pertempuran
atau konflik bersenjata atau subjek-subjek yang memang tidak berpartisipasi di dalam
konflik bersenjata, Hukum humaniter internasional membatasi pengunaan senjata
perang yang berlebihan, serta mengatur prinsip prinsip proporsionalitas hal ini penting
untuk melindungi warga sipil dalam konflik modern*®Hukum humaniter internasional
masih relevan untuk mengatasi isu atau konflik bersenjata antara Israel, karena di
dalam Hukum humaniter sangat memperhatikan perilaku berperang bagi kedua belah
pihak, seperti; adanya pembeda subjek dalam perang, antara Combatant, Non
Combatant dan Civilians. Hukum humaniter juga memiliki karakteristik untuk
melindungi warga sipil pada konflik bersenjata, memberi kepastian hukum kepada
pihak yang berkonflik, dan menjadi basis norma hukum utama pada saat berperang

dan juga Hukum humaniter adalah bentuk preventif akan terjadinya tindakan yang

16 Baldwin, Clive Bagaimana Hukum Humaniter Internasional Beralaku di Israel dan Gaza.
https://www.hrw.org/id/news/2023/11/06/howdoes-international-humanitarian-law-apply-israel-and-gaza
Diakses pada 14 April 2025

17 Riordan, J.K. 2017. International Humanitarian Law, Santiago, Codification Division of the United Nations Office
of Legal Affairs, Hal. 10

18 Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977, International Committee of the Red Cross (ICRC)
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lepas dari batas wajar kemanusiaan, bentuk ke relevanan tersebut berupa; Konvensi
Jenewa 1949, Konvensi Keempat, mewajibkan semua pihak dalam konflik bersenjata
untuk melindungi atau tidak melukai warga sipil dan menghormati fasilitas sipil
seperti rumah sakit, tempat ibadah dan sekolah,® Prinsip distinction (pembedaan
combatant dan non combatant atau sipil) dan proportionality (porsi atau takaran dalam
serangan) adalah inti dari HHI,?°Status hukum Gaza palestina sebagai wilayah yang
diduduki juga memperkuat penerapan Hukum humaniter internasional. Menurut PBB
dan ICRC, Israel tetap harus memiliki tanggung jawab sebagai pihak pendudukan
berdasarkan hukum internasional, > Hukum humaniter juga mengatur penggunaan
senjata tertentu. Misalnya, penggunaan amunisi peledak atau ranjau yang memiliki
daya ledak tinggi di area penduduk yang banyak warga sipil bisa melanggar prinsip
proportionality dan precaution yang ditetapkan dalam Hukum humaniter

internasional??
4. PENUTUP
a) Kesimpulan

Kesimpulan dari seluruh penelitian yang dilakukan oleh penulis di
bagi menjadi beberapa poin dan berdasarkan analisa penulis terkait rumusan
masalah yang berupa penegakan serta relevansi hukum humaniter

internasional

Pada dasarnya penegakan hukum humaniter sebagai peraturan untuk
mengatur cara berperang hingga perilaku apa yang di perbolehkan dan apa
saja yang dilarang seharusnya memang senantiasa ada untuk di tegakan, Jus
ad Bellum ataupun Jus in Bello, tetapi dalam praktek nya hingga detik ini
masih terjadi pelanggaran-pelanggaran tersebut seperti roket tanpa awak

yang sering menghantam pemukiman di Palestina, secara hukum Israel sudah

19 International Committee of the Red Cross (ICRC), "The Geneva Conventions of 1949 and their Additional
Protocols," 2010.

20 |CRC, "Customary International Humanitarian Law," Cambridge University Press, 2005, Aturan 1 & 14

21 United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), "Gaza Strip: Facts and Figures,"
(2020)

22 |CRC, "Explosive Weapons in Populated Areas: Humanitarian, Legal, Technical, and Military Aspects," (2015)



sangat melampaui batas wajar karena tindakan serangan yang di luncurkan,
pelanggaran nyata seperti; Genosida yang dimana hal itu melanggar pasal 47
Konvensi Jenewa 1949, Penawanan anak yang melanggar pasal 31 Konvensi
Jenewa, Perlakuan buruk untuk tawanan pada pasal 49 Konvensi Jenewa,
Pembatasan Logistik melanggar pasal 55 Konvensi Jenewa, dan Pelanggaran
terhadap bantuan manusia yang melanggar pasal 30 Konvensi Jenewa,

Penghancuran ekonomi yang melanggar pasal 53 Konvensi Jenewa.

Hukum humaniter dalam penegakanya di israel palestine masih
mengalami banyak kendala, seperti ; kurangnya mekanisme penegak hukum,
pengakuan kedaulatan negara Palestina hingga hambatan historis antara dua
negara bahkan hingga unsur politik dan campur tangan pemegang Hak Veto,
seperti contohnya Veto dari Amerika Serikat dan Inggris yang dimana hampir
selalu menolak atau mem-veto usulan dari majelis umum PBB maupun
dewan keamanan PBB, dan juga keterbatasan yurisdiksi International
Criminal Court yang hingga kini belum bisa menyelesaikan konflik
bersenjata antara Israel dan Palestina hasilnya hingga kini Hukum humaniter

internasional tidak di tegakan sebagaimana harusnya.

Relevansi yang dipertanyakan mengambil indikator dari Relevansi
menurut KBBI dan Prof. Sudikno, yang dimana menurut kedua sumber
indikator tersebut adalah keterkaitan atau hubungan langsung antara Norma,

Fakta dan Pokok perkara.

Hasil analisa dari penulis adalah Hukum humaniter internasional
masih relevan untuk mengatasi isu atau konflik bersenjata antara Israel,
karena di dalam  Hukum humaniter sangat memperhatikan perilaku
berperang bagi kedua belah pihak, seperti; adanya pembeda subjek dalam
perang, antara Combatant, Non Combatant dan Civilians. Hukum humaniter
juga memiliki karakteristik untuk melindungi warga sipil pada konflik
bersenjata, memberi kepastian hukum kepada pihak yang berkonflik, dan

menjadi basis norma hukum utama pada saat berperang dan juga Hukum



b)

humaniter adalah bentuk preventif akan terjadinya tindakan yang lepas dari

batas wajar kemanusiaan.
Saran

Berdasarkan analisis penulis terkait pelaksanaan penegakan dan relevansi
Hukum humaniter internasional terhadap konflik bersenjata antara Israel dan
Palestina, dalam penegakan harus mengadakan ekstra demi mewujudkan
perdamaian dunia, dikarenaka pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada
konflik tersebut sangat jelas dan secara terang-terangan terjadi, dilain sisi
dalam segi kemanusiaan yang saat ini terjadi di Gaza ataupun Tepi Barat
(Rafah) sangat jauh dari segi manusiawi. Analisis dalam segi relevansi
sendiri yang berdasarkan sumber indikator yang telah di sebutkan,
membuahkan hasil dimana menurut penulis keberadaan Hukum humaniter
internasional untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di Israel Palestina
sangatlah relevan, karena di dalam Hukum humaniter internasional sendiri

memiliki prinsip prinsip kemanusiaan dan proporsionalitas dalam berperang.
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